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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas serta analisis penerapan hukum pembuktian di
lingkungan Peradilan Agama, disimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pengecualian dalam penerapan sistem hukum pembuktian di
lingkungan Peradilan Agama pasca UU No. 7 Tahun 1989, yaitu:

a. Kesaksian testimonium de auditu;

b. Pengakuan belum menjadi bukti sempurna dalam perceraian;

c. Pembuktian dalam acara verstek;

d. Keterangan keluarga dikonversi menjadi saksi dalam perceraian;

e. Kesaksian keluarga dalam sengketa harta bersama yang dikumulasi atau
gugat rekonvensi perkara perceraian;

f. Saksi istifadah dalam perkara wakaf.

2. Dijumpai pengembangan dalam praktek sistem hukum pembuktian di
Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,
dengan beberapa varian, sebagai berikut:

a. Munculnya dinamisasi ketentuan perundang-undangan dalam hukum acara
perdata ic. penerapan hukum pembuktian oleh hakim Peradilan Agama
untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam praktek.

b. Terjadinya terobosan-terobosan hukum oleh hakim untuk memecahkan
masalah dalam rangka kelancaran tugas-tugas peradilan dan pelayanan

hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
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c. Dua varian di atas berdasarkan kepada:

1) Kebebasan hakim dapat menggunakan kaedah hukum “iuscuris novit”
yaitu hakim harus mengetahui hukumnya, jika tidak ada ketentuannya
maka hakim selaku judge made law mencari dan menemukan hukumnya,
meskipun keadah ini pada tataran hukum materil, tetapi di sini peneliti
menemukan penerapannya dalam hukum formal atau proses.

2) Pedoman hakim ialah praktek Mahkamah Agung RI dalam meyelesaikan
perkara CLS (Citizen Law Suit) yang belum memiliki ketentuan hukum

formil dapat diproses dalam tingkat pertama sampai ke tingkat kasasi.

B. SARAN
Dengan memperhatikan sistem hukum pembuktian yang berlaku saat ini
sudah tidak dapat lagi menampung permasalahan hukum dengan pesatnya
perkembangan hukum di Indonesia, terutama dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi, seperti pembuktian e-commerce, cyber crime, transaksi
perbankan melalui internet, test DNA, dll. Apalagi perkembangan hukum saat ini
yang dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia bukan lagi menganut
Eropa Continental, tetapi telah menganut Mix Legal system. Dalam hal peneliti
ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Sudah waktunya bangsa Indonesia melahirkan Undang-Undang Hukum Acara
Perdata karena ketentuan dalam HIR (Herziene Inslandsch Reglement) dan
RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) tidak lagi dapat menampung

perkembangan hukum di tanah air terutama sebagai dampak pergaulan global,
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apalagi ketentuan-ketentuan hukum acara ini tidak unifikatif yang membagi
negara kesatuan ini menjadi dua, yaitu Jawa dan luar Jawa yang menimbulkan
kesan yang kurang baik.

. Hendaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) hukum acara perdata tersebut
sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa yang berketuhanan Yang Maha
Esa yang pengertian “beragama” dan meperhatikan bentuk geografis yang
tergolong negara maritim yang terdiri atas pulau besar kecil yang tersebar di
seantero Nusantara ini bahkan sebagian masih terpencil dari alat-alat
transportasi modern saat ini.

. Hendaknya pengaturan tentang pembuktian menganut sistem pembuktian
“terbuka” dan umum, dalam arti tidak lagi seperti yang berlaku sekarang ini
yang bersifat “limitatif” yang membatasi kepada 5 (lima) alat bukti sehingga

membatasi hak seseorang untuk membuktikan haknya.
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